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Pokok masalah penelitian ini adalah ”terdapat beberapa kasus pencurian di   
kecamatan Tellu Limpoe yang tidak ditemukan pelakunya” Pokok masalah tersebut 
selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan 
penelitian, yaitu :1). Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Kepolisian menurut 
hukum dan Undang-Undang ? 2).Bagaimanakah kinerja Polsek Tellu Limpoe dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kasus pencurian di Kecamatan Tellu 
Limpoe ? 3). Apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Kepolisian 
dalam menangani kasus-kasus pencurian ? 
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris 
atau yuridis-sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan 
jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Aparat 
Penegak Hukum (Polisi) Polsek Tellu Limpoe dan masyarakat Tellu Limpoe. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). tugas dan tanggung jawab 
kepolisian menurut hukum dan Undang-Undang antara lain memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2). kinerja Polsek Tellu Limpoe 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kasus pencurian di Kecamatan 
Tellu Limpoe belum dilakukan dengan maksimal hal ini dapat disimpulkan dari 
pernyataan salah satu  pihak yang bertugas di Polsek Tellulimpoe yang 
mengemukakan bahwa pada tahun 2016 laporan yang masuk terkait dengan 
pencurian ternak yaitu 15 laporan. Namun yang berhasil ditemukan hanya 8 ekor dari 
30 ekor, dari seluruh laporan yang masuk ke Polsek Tellulimpoe. 3). faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap kinerja Kepolisian dalam menangani kasus-kasus 
pencurian yaitu terdapat faktor internal yaitu faktor yang berasal dari Kepolisian itu  
sendiri atau kendala yang dihadapi oleh Polsek Tellu Limpoe, adapun faktor internal 
tersebut yaitu kurangnya fasilitas yang memadai yang dimiliki oleh Polsek Tellu 
 x 
 
Limpoe. Serta faktor Eksternal yaitu masyarakat jika terjadi kasus pencurian 
terlambat melakukan pelaporan dan medan yang berbatasan dengan dua daerah. 
 
Implikasi penelitian yaitu 1). sebagai insitut penegak hukum maka pihak 
kepolisian harus sadar betul sejauh mana diberikan tanggung jawab, maka tanggung 
jawab itu harus direalisasikan dan dijalangkan dengan sebaik-baiknya. 2).Pihak 
kepolisian harus tanggap dalam menangani kasus, pihak kepolisian harus cepat 
memproses laporan masyarakat, cepat dalam melakukan penyelidikan maupun 
penyidikan. 3). pihak kepolisian harus melakukan himbauan agar masyarakat melapor 
secepat mungkin ketika ada hal-hal yang mengaggu ketertiban umum agar pihak 
kepolisian cepat megambil langkah revresif, dan pihak kepolisian harus membagikan 
nomor telfon yang bisa dihubungi masyarakat. pihak kepolisian harus menjalin 
kerjasama dengan polisi yang berada daerah lain agar supaya ketika pencuri 
diperediksi sudah melintas kedaerah lain makan bisa meminta bantuan. pihak 
kepolisian yang ada diatas atau pemerintah menyedikan alat trasportasi seperti motor 
dan mobil supaya pihak kepolisian yang berada dipelosok desa dapat menjangkau 









 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini tindak kejahatan merupakan salah satu permasalahan yang ada di 
dalam tubuh masyarakat yang sangat sukar untuk dipangkas, angka kejadiannya 
semakin berkembang suatu masyarakan maka akan semakin berkembang pula modus-
modus Kejahatan yang diciptakan oleh pelaku tindak kejahatan tersebut. Kejahatan 
yang timbul tanpa adanya penanganan dan  pengamanan dari penegak hukum akan 
menimbulkan keresahan pada masyarakat. Kepolisian sebagai alat negara yang 
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 
harus menjalankan tugas nya dengan baik sebagai bentuk amanah yang diberikan oleh 
negara. Jauh sebelum peraturan perundang-undangan lahir Al-Qur’an sebagai sumber 
hukum tertinggi telah menjelaskan tentang menjalankan amanah yang diberikan, hal 
ini diatur dalam Q.S Al-Anfal/8:27: 
   
    
  
    




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”1 
 
Adapun tafsir dari ayat ini menurut tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Wahai 
orang-orang yang beriman percaya dan tunduklah pada kebenaran. Allah tidak 
membenarkan ada orang dari kalangan kalian yang berkhianat kepada-nya dan rasul-
nya dengan berpihak dengan penentang-penentang kebenaran itu. Atau menghianati 
orang lain dalam soal pengambilan harta rampasan peran dan berpangku tangan dan 
berjihad. Dan jangan pula kalian menghianati amanat orang lain sedangkan kalian 
memahami perintah dan larangan-Nya.
2
  
Selain itu menurut tafsir Al-Maraghi jika mereka hendak menghianatimu 
dengan memperlihatkan kecenderungannya untuk masuk Islam, dan tidak ingin 
memerangi Kaum muslimin, janganlah kamu takut kepada penghianatan dan 
kembalinya mereka dalam memerangimu kamu. Sebab sebelumnya mereka telah 




Menurut Tafsir Al-Azhar dan bilamana engkau takut dari suatu kaum akan 
timbul khianat, maka campakkanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan jelas 
(pangkal ayat 58). Disini dijelaskan bahwasannya kalau pihak yang telah berbuat janji 
                                                             
1
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir perkata ( BANDUNG: jabal, 2010) 
h.48 
                
2
 Tafsir Al-Misbah,Http//www.Tafsirq.Com 
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akan teguh memegang janji itu supaya jangan mendatangkan keraguan dan 
menimbulkan takut bahwa satu waktu mereka akan memungkiri dan menghianati pula, 
maka cepat engkau campakkanlah janji itu dengan jelas.
4
 Artinya permaklumkannlah 
dengan jelas dan adil, kata orang sekarang cara satunya : bahwa mulai saat ini kita 
tidak lagi terikat dengan janji itu, sebab kami tidak percaya lagi akan kejujuran kalian. 
Jadi dapat ditarik kesimpulan dari ketiga tafsir ini, bahwa janganlah kalian 
berkhianat kepadanya dan rasulnya, atau menkhianati orang lain sedangkan kalian 
memahami perintah dan laranganya, dan janganlah melanggar perjanjian yang telah 
diambil dari manusia, akibatnya kalian tidak akan dipercaya lagi akan kejujuran 
kalian, kezaliman dan permusuhan akan terus terjadi. 
Maksud dari ayat ini jika dikaitkan dengan Kepolisian adalah Kepolisian 
dalam menjalankan tugasnya harus menjalankan amanah tersebut dengan baik. Karena 
jika amanah tersebut tidak dijalankan dengan baik maka sama saja dengan 
menghianati Allah swt. 
Selain itu dalam hadis dari Abu Hurairah Rasulullah SAW.bersabda : 
 قرسي ,قراسلا الله نعل : ملس و هيلع الله يلص الله لوسر لال :لال ةريره يبأ نع
تضيبلا,  عطمتف,هدي كفتم( .هدي عطمتف لبحلا قرسيو )هيلع5                 
                                                                                       
Artinya :   
                                                             
4
 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985)h. 38 
5 Abu Abdillah Muhammad  bin Ismail al-Bukhari, al-Jami  al-Musnad al-Sahih al- Mukhtasar 
min Umur Rasulullah SAW Wa Sunanihi wa ayyamihi, Jus, VIII  (cet.I : dar Tauq al-Najah, 1442 H), 
h,161. Dan Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburiy, al-Musnad al-Sahih al-Muhtasar bin 




“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW.bersabda : Allah melaknat seorang 
pencuri yang mencuri sebutir telur, maka dipotong tangannya. Dan yang 




Dari penjelasan hadis diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa Allah SWT. 
Melaknak seorang pencuri baik orang itu mencuri hanya sedikit maupun banyak, baik 
yang dicuri bentunya besar atapun kecil, karena apapun itu jikan Allah SWT. 
Melarang perbuatan tersebut  maka hal itu tidak boleh dilakukan, baik laki-laki 
maupun perempuan akan di potong tanganya jika mengambil hak orang lain 
(mencuri). 
Kemudian setelah perundang-undangan lahir, secara umum tugas Kepolisian 
dalam menjaga ketertiban masyarakat dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 
pasal 30 ayat 4 yang menegaskan bahwa : 
“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, 
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”6 
Makna yang terkandung adalah Polisi Repoblik Indonesia (POLRI) bertugas 
untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dari segala kriminalitas yang ada , serta 
melayani masyarakat seperti mengurus laporan ketika ada barang hilang atau orang 
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yang hilang, dan menegakkan hukum dengan mengenakan sanksi kepada orang-orang 
yang melanggar hukum di Indonesia. 
Kemudian lebih lanjut lagi diatur dalam undang-undang tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Undang-undang No 2 Tahun 2002 pasal 2, pasal 4 dan 
pasal 5 tentang fungsi Kepolisian, tujuan Kepolisian dan peranan Kepolisian 
menegaskan bahwa : 
Pasal 2 kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dasan pelayanan kepada masyarakat.  
Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuanuntuk mewujudkan 
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman 
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  
Pasal 5(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
7
 
Pasal-pasal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan kepolisian dalam 
menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Namun pada kenyataannya kinerja kepolisian saat ini jauh dari harapan, karena 
jika kita berkiblat pada fakta yang ada, instansi Kepolisian memperlihatkan 
kelemahannya di mata masyarakat, dalam hal ini kasus yang lambat membuat 
masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah terhadap Kepolisian. Dengan ketidak 
percayaan masyarakat itu membuat lembaga Kepolisian sebagi alat Negara yang 
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menjaga keamanan dan kertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, 
melayani masyarakat, serta menegakan hukum. akan memudar karena persoalan 
proses penanganan kasus yang ditangani (lambat).  di Kabupaten Sinjai Kecamatan 
Tellulimpoe penanganan kasus yang lambat dialami oleh beberapa masyarakat, 
diantaranya bapak Tolleng yang telah kehilangan ternak sapi sebanyak 2 ekor, kasus 
tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Tellulimpoe, namun sampai sekarang 
laporan tersebut belum ada hasil, selain itu kasus yang sama juga terjadi pada keluarga 
bapak Rappe yang menjadi korban pencurian hewan ternak Pada bulan 2 tahun 2016 
keluarga ini  telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian terkhusus 
Polsek Tellulimpoe tapi tidak mendengar perkembangan kasusnya dan pada  akhirnya 
ikut serta melakukan pencarian tapi alhasil tidak menemukan apa-apa, kejadian 
tersebut terulang kembali dengan korban yang berbeda pada bulan 6 tahun 2016 
tepatnya pada bulan Suci Ramadhan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian terkait dengan kinerja Kepolisian.
8
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Tellu Limpoe pada tahun 2016 
kasus pelaporan pencurian yang masuk di Polsek Tellu Limpoe terdapat 15 Kasus dan 
hanya 8 kasus yang berhasil ditemukan pelakunya. 
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus 
a. Kinerja Kepolisian 
b. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
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c. Penanganan tindak pidana pencurian 
2. Deskripsi fokus 
a. Kinerja Kepolisan  
Berbicara tentang kinerja Kepolisian berarti kita berbicara tentang bagaimana 
cara kerja kepolisian di lapangan apakah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh 
UU atau tidak, karena istansi Kepolisian  merupakan alat negara, makan Polisi harus 
ekstra kerja keras agar apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terealisasikan 
dengan baik. 
b. UU No. 2 tahun 2002 
Setiap lembaga, setiap instansi pasti memiliki landasan dasar yang membatasi 
kewenanganya (asas legalitas), salah satu instansi yang ikut andil atau mempunyai 
perang dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Polri dalam 
pasal 30 ayat 4 UUD 1945, dan diperjelas UU No. 2 tahun 2002. usaha 
mempertahankan keamanan dan kertiban sebenarnya bukan hanya menjadi tugas dari 
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, tapi juga 
menjadi tugas masyarakat atau warga negara. Bagaimanapun juga jika TNI dan 
POLRI hanya bekerja sendiri-sendiri, untuk pertahanan dan keamanan negara tidak 
pernah terwujud bila tampa adanya bantuan dari masyarakat atau warga negara. Jadi 
hak dan kewajiban setiap warga negara yaitu turut serta dalam usaha menjaga pertahan 
dan keaman negara. 




   Dalam kitab UU hukum pidana (KUHP), pasal 362 berbunyi barang siapa 
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena mencuri 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah. Jadi dalam menangani tindak pidana penjurian maka Pemeritah 
melahirkan KUHP yang dijadikan sebagai UU yang diangap bisa mengurangi ataupun 
menghilangkan tindak kejahatan di negara ini terkususnya pencurian. 
                        Fokus Deskripsi fokus 












        Berbicara tentang kinerja Kepolisian berarti 
kita berbicara tentang bagaimna cara kerja 
Kepolisian dilapangan apakah sesuai dengan apa 
yang diamanahkan oleh UU atau tidak, karena 
Istansi Kepolisian  merupakan alat negara, maka 
Polisi harus estra kerja keras agar apa yang 
menjadi tugas dan tanggung jawabnya 
terealisasikan dengan baik. 
       Setiap lembaga, setiap Istansi pasti memiliki 
landasan dasar yang membatasi kewenanganya 
(asas legalitas), salah satu istansi yang ikut andil 
atau mempunyai perang dalam hal menjaga 




















3.  Penanganan tindak pidana     
pencurian 
 dalam pasal 30 ayat 4 UUD 1945, dan diperjelas 
UU No. 2 tahun 2002. usaha mempertahankan 
keamanan dan kertiban sebenarnya bukan hanya 
menjadi tugas dari tentara Nasional Indonesia dan 
Kepolisian Negara Repoblik Indonesia, tapi juga 
menjadi tugas masyarakat atau warga negara. 
Bagaimanapun juga jika TNI dan POLRI hanya 
bekerja sendiri-sendiri, untuk pertahanan dan 
keamanan negara tidak pernah terwujud bila tampa 
adanya bantuan dari masyarakat atau warga 
negara. Jadi hak dan kewajiban setiap warga 
negara yaitu turut serta dalam usaha menjaga 
pertahan dan keaman negara. 
       Dalam kitab UU hukum pidana (KUHP), 
pasal 362 berbunyi barang siapa mengambil 
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 
mencuri dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan 
ratus rupiah. Jadi dalam menangani tindak pidana 




dijadika sebagai UU yang diangap bisa 
mengurangi ataupun menghilangkan tindak 
kejahatan di negara ini terkususnya pencurian.  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diajukan pokok permasalahan yang 
dirumuskan penyusun adalah “Kepolisian dalam menagani kasus yang menjadi 
laporan masyarakat tidak tertangani secara maksimal sehingga kasus yang sama 
terulang lagi dan hal ini membuat masyarakat resah, dan risih dengan kinerja pihak 
Kepolisian.” Dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub permasalahan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Kepolisian menurut hukum dan Undang-
Undang ? 
2. Bagaimanakah kinerja Polsek Tellu Limpoe dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab dalam kasus pencurian di Kecamatan Tellu Limpoe ? 
3. faktor-faktor Apakah yang berpengaruh terhadap kinerja Kepolisian dalam 
menangani kasus-kasus pencurian ? 
D. Kajian Pustaka 
Chryshanda dalam bukunya Polisi Penjaga Kehidupan, buku ini merupakan 




salah satu jurnal yang berjudul tentang Pelayanan Prima Kepolisian RI, di dalam 
jurnal ini dijelaskan bahwa Polri adalah milik masyarakat dan harus melayani 
masyarakat bukan dilayani oleh masyarakat, dituntut bisa memenuhi apa yang menjadi 
harapan daripada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan yang berkaitan 
dengan Kamtibnas. Yang terjadi sekarang ini kadang justru sebaliknya dan tidak 
sesuai dengan harapan masyarakat sehingga menimbulkan citra negatif bagi Polri. 
Untuk mengubah citra polri di mata masyarakat maka polri harus melaksanakan 
reformasi dalam organisasi polri  atau memperbaiki sistem dalam melayani 
masyarakat. Hal ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan di lakukan  yaitu 
terkait dengan pelayanan polri kepada masyarakat namun pada penelitian ini hanya 
akan difokuskan pelayanan Polri dalam menanggapi laporan masyarakat terhadap 
kejahatan pencurian hewan ternak.
9
 
Agus Susanto dalam jurnal hukum yang berjudul tentang Pengaruh 
Pembinaan Anggota Polri dan Kinerja Polri terhadap Kualitas Pelayanan Publik 
(Study Analisis pada Satuan Propam Polres Ciamis). Di dalam jurnal ini dijelaskan 
bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam perjalanannya Polri 
dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat baik dari faktor Internal 
maupun faktor eksternal. Polri yang Profesional tanpa kinerja militerisme merupakan 
dambaan masyarakat dalam memberikan pelayanan pengaduan dan penegakan 
Disiplin dalam Menegakkan hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian. Dalam 
jurnal ini dijelaskan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat maka 
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kepolisian harus memberikan pelayanan terbaik dalam menanggapi laporan 
masyarakat. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan 
kinerja kepolisian dalam menanggapi laporan masyarakat. Namun pada penelitian ini 
difokuskan pada Faktor Penyebab Kepolisian memberikan respon lambat dalam 
menaggapi laporan masyarakat. 
Jendral. Pol. (purn) . Kunarto dalam bukunya Merenungi Kiprah Polri 
Terhadap Kejahatan Menonjol. dalam buku ini terdapat jurnal yang berjudul Polri 
Dan Lingkungan Hidup, di dalam jurnal ini melakukan pembahasan tentang 
perofesionalisme polri, adanya tugas yang diberikan di lapangan tapi apa yang 
dilakukan  oleh pihak yang bertugas malah melenceng dari kewenangannya dalam hal 
ini mengundang protes walaupun hasil yang dihasilkan kepolisian cukup baik. Dalam 
hal ini pihak kepolisian harus melakukan tugas sesuai dengan kewenaganya agar apa 
yang menjadi tugas dapat berjalan dengan baik karena sebagai pihak penegak hukum 
harus bekerja sesuai hukum pula. ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan 
namun difokuskan pada pihak kepolisian yang berfokus pada satu kasus yaitu 
pencurian ternak. 
Dalam buku lain yang berjudul Merenungi Kiprah Polri Menghadapi Gelora 
Anarki 2 dalam buku ini terdapat jurnal yang berjudul tentang Aparatur Kurang 
Cepat, dalam hal ini polisi diharapkan melakukan tindakan yang membuat kejahatan 
berkurang ataupun dihilangkan karena meresahkan masyarakat di mana terjadi 
pembunuhan terjadi oleh beberapa toko agama yang kasus ini tidak tertangani dengan 




polisi harus bertindak agar pelaku tidak bisa bergerak bebas, bebas berkeliaran di 
tengah-tengah masyarakat dan membahayakan masyarakat. hal ini berkaitan dengan 
penelitian yang akan dilakukan namun penelitian ini difokuskan pada pihak kepolisian 
bertindak cepat dalam menangani kasus pencurian ternak. 
Zainuddin dalam jurnalnya Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani 
Premanisme Di Kota Makassar. Peranan Kepolisian dalam menanggulangi 
peremanisme mulai dari tahun 2012/2013 dan berdasarkan data-data yang ditemukan, 
terdapat kemajuan yang baik bagi Kepolisian khususnya menangani kasus yang 
termasuk kategori peremanisme tersebut, akan tetapi berdasarkan data yang penulis 
temukan pula masih banyak terjadi perbuatan yang masuk dalam kategori 
premanisme. Jadi pihak Kepolisian merupakan tameng pelindung masyarakat dari 
orang-orang yang meresahkan, agar masyaraka menjadi aman dan yaman maka pihak 
Kepolisian diharapkan mewujudkannya. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang 
dilakukan namun difokuskan pada pihak Kepolisian bertindak cepat dalam penaganan 
kasus pencurian ternak. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
      Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang 
ingin dicapai sebagai berikut:  





2) Untuk mengetahui kinerja Polsek Tellu Limpoe dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab dalam kasus pencurian di Kecamatan Tellu Limpoe ? 
3) Untuk mengertahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 
kepolisian ? 
2. Kegunaan Penelitian  
           Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap 
lembaga Kepolisian sehingga menjadi lembaga yang bisa melindungi masyarakat 
dari tindak kejahatan yang sering terjadi. Adapun secara detail kegunaan tersebut di 
antaranya sebagai berikut: 
a. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan 
informasi mengenai Hukum Tata Negara terkhusus dalam kinerja Kepolisian dalam 
menangani tindak pidana yang terjadi. 
b. Kegunaan Praktis  
Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat 
untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada 
relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan kinerja pihak 
kepolisian dalam memproses laporan masyarakat, serta faktor yang berpengaruh 
















A. Tinjauan tentang  Konsep Negara Hukum  
Dalam kepustakaan Indonesia istilah Negara hukum merupakan terjemahan 
langsung dari Rechstaat. Istilah rechstaat mulai popular di Eropa sejak abad XIX 
meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Dari latar belakang dan system 
hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep rechstaat dengan 
konsep the rule of law, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak di 
permasalahkan lagi perbedaannya karena pada dasarnya kedua konsep itu 
mengarahkan dirinya pada sasaran yang sama,yaitu pegakuan dan perlindungan pada 
hak-hak manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama keduanya tetap berjalan 
dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.
1
 Konsep rechstaat lahir dari suatu 
perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep 
the rule of law berkembang secara evolusioner . Hal ini tampak dari sisi atau kriteria 
rechtstaat dan kriteria the rule of law. Konsep rechtstaat bertumpu pada sistem 
hukum kontinental yang disebut civil law. Sedangkan konsep the rule of law 
bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law, karakteristik civil law adalah 
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a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang membuat ketentuan tertulis 
tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. 
b. Adanya pembagian kekuasaan Negara. 
c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. 
Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral rechstaat adalah pengakuan 
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip 
kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan 
konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian 
kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat 
cenderung pada penyalahgunaan kekuasaaan yang berarti pemerkosaan terhadap 
kebebasan dan persamaan. 
 A.V.Dicy mengetengahkan tiga arti dari the rule of law sebagai berikut:
3
 
(a) Supremasi absolut atau pendominasian dari rule of law untuk menentang 
pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, perogatif 
atau discretionary authority yang luas dari pemerintah. 
(b) Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan 
kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court, ini berarti 
bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum tidak ada peradilan administrasi 
Negara. 
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(c) Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of land bahwa hukum konstitusi 
bukannlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang 
dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. 




1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan dari 
pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling 
berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang melainkan harus 
memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada 
peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 
Dari segi moral politik, menurut Frans Magnis Suseno ada 4 alasan utama 
untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan dijalankan tugasnya berdasarkan: 
1. Kepastian hukum, 
2. Tuntutan perlakuan yang sama 
3. Legitimasi birokrasi. 
4. Tuntutan akal budi. 
Dilihat dari ilmu politik, Magnis mengambil 4 ciri negara hukum yang secara 
etnis relevan, yaitu: 
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1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. 
2. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. 
3. Berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar yang menjamin hak-hak asasi 
manusia. 
4. Menurut pembagian kekuasaan. 
Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab 
pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau 
pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau 
kedaulatan rakyat. Begitu eratnya hubungan antara paham negara hukum dan 
kerakyatan sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau deokratische 
rechstaat. Scheltema memandang kedaulatan rakyat (democratie beginsel) sebagai 
salah satu dari empat asas negara hukum, selain rechtszekerheidbeginsel, gelijkheid 
beginsel, dan het beginsel van de diienende overhead. Dalam kaitannya dengan 
negara hokum, selain masalah kesejahteraan rakyat. 
Di negara-negara Eropa Kontinental, persepsi negara hukum mengalami 
perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan terhadap asas legalitas 
yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan Nndang-Undang 
(wematigheid) kemudian berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum 
(rechtmatigheid van beestur). Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan 
konsekuensi dari perkembangan konsepsi negara hukum materil sehingga pemerintah 
diserahi tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan besar untuk meningkatkan 





semakin longgar, yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas (vrij bestuur) 
disertai ruang kebijaksanaan yang longgar berupa freies ernesen. 
Guna menghindari penggunaan kewenangan bebas (vrij bestuur) dan 
wewenang kebijaksanaan (freies ernesen) yang disalahgunakan dan agar tetap berada 
dalam batas-batas hukum maka kehadiran dan peranan hukum administrasi menjadi 
semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Subtansi dari asas 
legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/ pejabat 
administrasi berdasarkan Undang-Undang. Tanpa dasar Undang-Undang, badan/ 
pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat 
mengubah atau memengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.  
Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara 
hukum (het democratish ideal en het rechstaat ideal), gagasan demokrasi menuntut 
agar setiap bentuk Undang-Undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan 
dari wakil rakyat dan lebih banyak memerhatikan kepentingan rakyat. Gagasan 
negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus 
didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak rakyat 
yang tertuang dalam Nndang-Nndang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti 
upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum 





yang sifat hakikatnya konsitutif. Penerapan asas legalitas menurut Indro Harto, akan 
menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan. 
Secara teoritis dan yuridis, asas legalitas dapat diperoleh suatu badan/ pejabat 
administrasi melalui atributif (legislator) baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
Daerah. 
Di Indonesia asas legalitas yang berupa atribute, pada tingkat pusat, atribut 
yang diperoleh (berasal) dari Majelis Permusawaratan Rakyat (MPR) merupakan 
undang-undang dasar dan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bekerjasama 
dengan pemerintah merupakan undang-undang, sedangkan atribut yang diperoleh dari 
pemerintahan di tingkat daerah yang bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) dan pemerintahan daerah adalah peraturan Daerah.  
Kedua sumber wewenang di atas disebut original legislator atau berasal dari 
pembuatan undang-undang asli (originale wetgever). Atas dasar itulah terjadinya 
penyerahan suatu wewenang (baru) dari pembentuk undang-undang (rakyat melalui 
wakil-wakilnya di parlemen) kepada badan/ pejabat administrasi Indonesia. 
Selanjutnya atas dasar atributif itu tindakan badan/ pejabat administrasi Indonesia 
menjadi sah secara yuridis dan mempunyai kekuatan mengikat umum karena telah 
memperoleh persetujuan dari wakil-wakilnya di parlemen.  
Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam 
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perubahan Undang-Undang dasar 





sebagai berikut. Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekuensi ketentuan ini 
adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus 
berdasar dan sesuai dengan hukum. Bahkan, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya 
kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara 
maupun penduduk.  
Dalam negara hukum, hukumlah yang memberi komando tertinggi dalam 
penyelenggaraaan negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan 
Negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip the rule of law, and  not of 
man, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan dijalankan oleh 
hukum. 
Dalam paham negara hukum yang demikian harus dibuat jaminan bahwa 
hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh 
karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya 
berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu prinsip negara hukum hendaklah 
dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan 
rakyat (democratische rechstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, 
dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). 
Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan, dengan mengabaikan prinsip-prinsip 
demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu perlu ditegaskan 
pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-









Adapun tujuan hukum menurut  Ahmad Ali bahwa persoalan mengenai tujuan 
hukum harus dikaji dan dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: 
1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif atau yuridis dogmatik yang  
menitikberatkan tujuan hukum pada segi kepastian hukum. 
2. Dari sudut pandang filsafat hukum yang menitiberatkan tujuan hukum 
pada segi keadilan. 




             Jadi ketika kita berbicara tentang konsep negara hukum maka akan ada dua 
hal yang mucul, di antaranya adalah Rechstaat dan the rule of law. Kedua konsep ini 
memberikan jaminan akan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 
asasi manusia yang bertumpu atas kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-
Undang Dasar akan memberikan jaminan konsitusional terhadap asas kebebasan dan 
persamaan. Dari segi moral politik menurut Frans Magnis Suseno ada 4 alasan utama 
untuk menuntut agar Negara diselengarakan dan dijalankan tugasnya berdasarkan 
yaitu, kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi birokrasi, tuntutan 
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akal budi. Salah satu asas penting Negara hukum adalah asas legalitas, asas legalitas 
berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan. 
  Dalam teori hukum kita mengenal tentang sosiologi hukum, sosiologi hukum 
menganalisis keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. sosiologi hukum 
diarahkan pada kenyataan kemasyarakatan. Objek sosiologi hukum adalah: 
1. Kenyataan kemasyarakatan; dan 
2. Kaidah-kaidah hukum, yang salah satu cara memainkan peranan dalam 
kenyataan kemasyarakatan. 
 Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum 
dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum ini dapat dipelajari dengan dua 
cara, yaitu: 
1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan 
2. Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum. 
 Meuwissen juga mengemukakan pendapatnya tentang sosiologi hukum. ia 
berpendapat bahwa sosiologi hukum menjelaskan. 
“Hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah 
menurut waktu dan tenpat) dengan bantuang faktor kemasyarakatan. 
Ada dua cara menghubungkan hukum dengan faktor kemasyarakatan, yaitu 
sebagai berikut. 
1. Hukum dapat dijelaskan dengan bantuang faktor-faktor kemasyarakatan. 





Hal yang dimaksud dengan memberikan penjelasan kausal konform (sikap 
dan perilaku yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku) 
dengan pandangan yang berpengaruh dalam ilmu hukum empiris. 
B. Tinjauan tentang kepolisian  
1. Fungsi dan Peranan Kepolisian 
Pembangunan Nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Nasional. 
Adapun tujuan Nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang 
merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 
(UUD 1945 ) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, 
bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa 
yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan 
damai. 
Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka peran pemerintah dan fungsi 
kepolisian dalam hal ini sangatlah penting untuk mewujudkan keamanan dan 
ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terjadi ketentraman dan 
kenyamanan dalam kehidupannya. Dinegara Indonesia masih banyak yang terjadi 
tindak kejahatan dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu ada pembenahan 
dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi suatu tindak pidana kejahatan 
yang sering timbul dan meresahkan kehidupan masyarakat.  
Dalam hal ini pemerintah dan kepolisian sebagai suatu alat Ngara yang 





mengatur dan menindak lanjuti suatu permasalahan yang terjadi di dalam Negara, 
terkhusus kepada tindak pidana kejahatan ( kriminal ) yang marak terjadi dinegara 
serta dilingkungan masyarakat pada khususnya. 
   
Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu 
hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta 
penghukumannya, di muat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHPidana). Selain itu juga kejahatan salah satu penomena yang kompleks yang 
dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita 
dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda 
satu sama lain. 
Kejahatan ( Crime ) yang terjadi dalam masyarkat biasanya dilakuka oleh sebagian 
masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat melakukan hal itu karena adanya 
desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga 
menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan. 
Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan 
tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross 
menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara 
berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahtraan masyarakat 
dan pengakan hukum dalam masyarakat (Moh Hatta; 2009 : 36), sehingga dalam 
masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan 





Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam undang- undang 
kepolisian Nomor 2 tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan 
menegakkan hukum serta menberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat, sologan polisi tersebut tampakya belum dirasakan secara efektif 
oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi- aksi kriminal 
serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring 
kemajuan dan perkerkembangan zaman sekarang ini. Disamping itu, sosok polisi 
yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh 
masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu 
sendiri, maka dari itu fungsi dan prefesionalisme kepolisian sangat berperang penting 
dalam penanggulangan tindak pidana. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan 
Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan 
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang 
bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya 
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselengaranya 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya 
ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara  Polri merupakan alat negara 
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegaskan 





masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam 
melaksanakan fungsi dan perannya  diseluruh wilayah negera Republik Indonesia 
atau yang dianggap sebagai wilayah negara Republik Indonesia tersebut dapat 
berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi 
dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peaturan Pemerintah 
wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut 
dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara 
Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab 
kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian 
Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang 
bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian 
Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang 
bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor 
yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang 
bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos 
Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut 
situasi dan kondisi daerahnya.
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2. Sejarah Lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan 
kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri 
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telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan 
dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam 
pertempuran melawan penjajah dan berbagai opersai militer bersama-sama satuan 
angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri 
lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Hanya empat 
hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan 
polisi segera memproklamirkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia 
dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, 
langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata 
terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan 
patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi 
dan kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu yang 
didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih 
ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru 
ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara 
sekutu dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada 
tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran Surabaya". Tanggal 
itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun 
diperingati oleh bangsa Indonesia Pertempuran 10 Nopember 1945.di Surabaya 
menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat 
Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu 
menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di mata 





itupun sangat besar.alam menciptakan keamanan dan ketertiban didalam negeri, Polri 
juga sudan banyak disibukkan oleh berbagai operasi militer, penumpasan 
pemberontakan dari DI & TII, PRRI, PKI RMS RAM dan G 30 S/PKI serta berbagai 
penumpasan GPK. Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin 
modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam 
negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban 
regional maupun internasional, sebagaimana yang di tempuh oleh kebijakan PBB 
yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif 
dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di 
Kamboja (Asia).  
 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di 
Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban 
tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).  
a. Masa Kerajaan 
Bibit awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan 
Majapahit. Pada saat itu patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang 
disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari 
itu hingga saai ini sosok Gajah Mada merupakan simbol Kepolisian RI dan sebagai 
penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan Kantor Mabes Polri 
dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian. 





Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh 
pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk 
menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. 
Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi 
untuk menjaga keamanan mereka. 
Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten 
residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (Jaksa 
agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, 
seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi 
pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain. 
Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan 
pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak 
diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris 
van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti 
mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. 
Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 
adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik 
Indonesia saat ini. 
c. Masa pendudukan Jepang 
Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi 
Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang 
berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar 





Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat 
kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut 
sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. 
d. Awal kemerdekaan Indonesia 
Periode 1945-1950 
Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah 
militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, 
termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 
tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang 
merdeka. 
 
Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi 
di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi 
Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan 
pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga 
membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan 
bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. 
Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara 
(BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 
September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi 
Kepala Kepolisian Negara (KKN). 
Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam 





masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada 
Jaksa Agung. 
Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 
1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung 
kepada Perdana Menteri.Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai 
Hari Bhayangkara hingga saat ini. 
3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan 
pelaksanaan tugas dan wewenang yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden 
Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian 
Negara Repoblik Indonesia, dalam organisasi negara dan pemerintahan Polri yang 
dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang 
berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
antara lain UU No  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri 
menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, 
antara lain menentukan dan menetapkan: 
1. Penyelengaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 





Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian  
dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat 
sampai tingkat daerah yang trendah yaitu Pos Polisi, dan tanggungjawab atas 
pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarkhi dari tingkat paling 
bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri 
mempertangungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat 




Jadi Kepolisian Negara Repoblik Indonesia/ POLRI adalah salah satu fungsi 
pemerintahan Negara dibidan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
sudah jelas bahwa polri dituntut untuk menjalangkan fungsinya sesuai amanat negara 
yang diperjelas dengan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Repoblik 
Indonesia. 
C. Tinjauan tentang Teori Efektivitas Hukum 
Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita 
pertama-tama harus dapat mengukur, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak 
ditaati’. Tentu saja, jika suatu hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang 
menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang 
bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang 
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ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat 
efektifitasnya. Sebagaiamana yang telah diuraikan sebelumnya, seseorang menaati 
atau tidak suatu aturan hukum, tergantung kepada kepentingannya. Dan juga 
sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, kepentingan itu ada bermacam-
macam, diantaranya yang bersifat compliance, indentification, internaziation, dan 
masih banya jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat 
terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau 
hanya takut sanksi, maka derajat ketaatan sangat rendah, karena membutuhkan 
pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan 
yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-
benar cocok dengan nilai intrinsic yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah 
yang tertinggi. 
Adapun faktor-faktor  yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara 
umum menurut faktor yang juga diakui oleh C. G Howard dan R.S. Mumners dalam 
law Its Nature and limits, antaran lain
9
 
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-
orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika 
aturan hukum yang dimaksud berbentuk Undang-Undang maka pembuat Undang-
Undang dituntut untuk mampu untuk memahami kebutuhan hukum dari target 
pemberlakuan Undang-Undang tersebut. 
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b. Kejelasan rumusan dari subtansi dari aturan hukum, sehingga mudah dipahami 
oleh target yang diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan subtansi aturan 
hukum itu, harus dirancang dengan baik jika aturannya tertulis, harus ditulis 
dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap 
membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya. 
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh 
meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada 
dalam suatu Negara dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang 
berlaku dinegaranya. tidak mungkin penduduk atau warga masyrakat secara 
umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan subtansinya, jika 
aturan hukum tersebut tidak disosilisasikan secara optimal. 
d. Jika hukum adalah yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya 
aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum 
yang bersifat melarang (rohibitur) lebih muda dlaksanakan ketimbang hukum 
yang bersifat mengharuskan (mandatur). 
e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus didapatkan dengan sifat 
aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakana 
tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain. 
f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional 
dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang 
diancamkan oleh Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang 
berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan penghasilan orang 





tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlau berat 
untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya sanksi yang terlalu ringan 
untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak 
akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut. 
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran 
terhadap atupran hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena 
tindakan yang diatur dan yang diancamkan sanksi, memang tindakan yang 
konkrit, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses 
dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan hukuman). 
Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi terhadap tindakan-
tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena 
mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi 
perbuatan yang sering dikenal sebagai sihir atau tenung adalah mustahil untuk 
efektif dibuktikan. 
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan 
jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral 
yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakuknya aturan tersebut. 
Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan 
mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi 
oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau 
kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum tidak diatur dan dilarang oleh norma lain 





i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung 
pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan 
berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya 
proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahap penemuan hokum ( 
penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya 
terhadap suatu kasus konkrit. 
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum,juga mensyaratkan adanya 
pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal dalam masyarakat. Dan 
sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena 
tidak mungkin efektifitas hukum tidak akan terwujud secara optimal, jika 
masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat. 
Selain itu efektifnya suatu peraturan perundang-undangan banyak tergantung 
pada faktor antara lain ; 
a. Pengetahuan pada subtansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terbaik  yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 
dalam masyarakatnya. 
d. Bagaiamana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh 





oleh gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang 
memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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D. Kerangka konseptual 
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UNDANG-UNDANG NO 2 
TAHUN 2002 TENTANG 
KEPOLISIAN 
Variabel I 
1. Kinerja Kepolisian  
2. Faktor yang mempengaruhi 
Kinerja Kepolisian 
Variabel II 
1. Faktor Berpengaruh 
a. Faktor Internal 
b. Faktor Eksternal 
                       Terwujudnya  
1. Terwujudnya Intansi Kepolisian 
yang anamah terhadap tugas dan 
tanggungjawabnya. 
2. Terwujudnya Intansi Kepolisian 
yang tanggap, cepat dalam setiap 







A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah jenis penelitian hukum 
normatif-empiris yaitu secara normatif dengan mengkaji peraturan tentang tugas dan 
kewenangan Kepolisian yaitu Undang-undang No 2 Tahun 2002. kemudian secara 
empiris mengkaji kenyataan yang terjadi pada kinerja Kepolisian Sektor Tellu 
Limpoe dalam menangani laporan Pencurian hewan ternak di Kecamatan Tellu 
Limpoe, untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik serta kenyataan yang 
terjadi dimasyarakat. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih penulis di Kabupaten Sinjai Kecamatan Tellu 
Limpoe. Yaitu di Kantor Kepolisian Sektor Tellu Limpoe. 
Adapun alasan mengapa memilih lokasi ini dikarenakan terdapat peristiwa 
pencurian hewan ternak dan polisi sebagai alat penegak hukum bertindak lambat 
dalam menangani laporan (pengaduan) masyarakat. 
B. Metode Pendekatan  
1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah 
yang diteliti. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. 
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2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul 
dalam masyarakat. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, 
majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
penelitian ini diperoleh dengan bergai cara yaitu: 
1. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung
1
bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten atau 
responden yang berkompeten untuk memberikan informasi. 








E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
1. Reduksi Data ialah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori, atau 
pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam 
bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis. 
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3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan 
disajikan . 
Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kulitatif yaitu teknik 
pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ 







REALITAS KINERJA KEPOLISIAN POLSEK TELLULIMPOE, KEC. 
TELLULIMPOE, KABUPATEN SINJAI 
A. Selayan Pandang Kabupaten Sinjai 
1. Sejarah Singkat Kabupaten Sinjai 
Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Balangnipa. Balangnipa atau 
Kota Sinjai berjarak sekitar ±220 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki 
luas wilayah 819,96 km
2
 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 228.879 jiwa. 
Kabupaten Sinjai mempunyai nilai historis tersendiri, dibanding dengan 
kabupaten-kabupaten yang di Provinsi Sulawesi Selatan. Dulu terdiri dari beberapa 
kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan yang tergabung dalam federasi Tellu Limpoe dan 
Kerajaan – kerajaan yang tergabung dalam federasi Pitu Limpoe. 
Tellulimpoe terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berada dekat pesisir pantai 
yakni Kerajaan yakni Tondong, Bulo-bulo dan Lamatti, serta Pitu Limpoe adalah 
kerajaan-kerajaan yang berada di daratan tinggi yakni Kerajaan Turungen, 
Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan Bala Suka. 
Watak dan karakter masyarakat tercermin dari system pemerintahan 





dibangun melalui landasan tatanan kesopanan Yakni Sipakatau yaitu Saling 
menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsep “Sirui Menre’ Tessirui No’ 
yakni saling menarik ke atas, pantang saling menarik ke bawah, mallilu sipakainge 
yang bermakna bila khilaf saling mengingatkan. 
Sekalipun dari ketiga kerajaan tersebut tergabung ke dalam Persekutuan 
Kerajaan Tellu Limpo’E namun pelaksanana roda pemerintahan tetap berjalan pada 
wilayahnya masing-masing tanpa ada pertentangan dan peperangan yang terjadi di 
antara mereka. 
Bila ditelusuri hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di kabupaten 
Sinjai pada masa lalu, maka nampaklah dengan jelas bahwa ia terjalin dengan erat 
oleh tali kekeluargaan yang dalam Bahasa Bugis disebut sinjai artinya sama 
jahitannya. 
Hal ini diperjelas dengan adanya gagasan dari lamassiajeng Raja Lamatti X 
untuk memperkukuh bersatunya antara kerajaan Bulo-Bulo dan Lamatti dengan 
ungkapannya "Pasija Singkerunna Lamati Bulo-Bulo" artinya satukan keyakinan 
Lamatti dengan Bulo-Bulo, sehingga setelah meninggal dunia dia digelar dengan 
Puanta Matinroe Risijaina. 
Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai pada 
masa lalu semakin jelas dengan didirikannya Benteng pada tahun 1557. Benteng ini 





sekarang menjadi Ibukota Kabupaten Sinjai. Disamping itu, benteng ini pun dikenal 
dengan nama Benteng Tellulimpoe, karena didirikan secara bersama-sama oleh 3 
(tiga) kerajaan yakni Lamatti, Bulo-bulo, dan Tondong lalu dipugar oleh Belanda 
melalui perang Manggarabombang. 
Agresi Belanda tahun 1559 – 1561 terjadi pertempuran yang hebat sehingga 
dalam sejarah dikenal nama Rumpa’na Manggarabombang atau perang 
Mangarabombang, dan tahun 1559 Benteng Balangnipa jatuh ke tangan belanda. 
Tahun 1636 orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai. Kerajaan-kerajaan 
di Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba menentang keras 
upaya Belanda untuk memecah belah persatuan kerajaan-kerajaan yang ada di 
Sulawesi Selatan. Hal ini mencapai puncaknya dengan terjadinya peristiwa 
pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang mencoba membujuk Kerajaan 
Bulo-Bulo untuk melakukan perang terhadap kerajaan Gowa. Peristiwa ini terjadi 
pada tahun 1639. Hal ini disebabkan oleh rakyat Sinjai tetap berpegang teguh pada 
Perjanjian Topekkong. Tahun 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Der 
Capellan datang dari Batavia untuk membujuk I Cella Arung ( Puang Cella Mata) 
Bulo-Bulo XXI agar menerima perjanjian Bongaya dan mengizinkan Belanda 
Mendirikan Loji atau Kantor Dagang di Lappa tetapi ditolak dengan tegas. 
Tahun 1861 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah, 





sebutan Goster Districten. Tanggal 24 Februari 1940, Gubernur Grote Gost 
menetapkan pembangian administratif untuk daerah timur termasuk residensi 
Celebes, di mana Sinjai bersama-sama beberapa kabupaten lainnya berstatus sebagai 
Onther Afdeling Sinjai terdiri dari beberapa adats Gemenchap, yaitu Cost Bulo-bulo, 
Tondong, Manimpahoi, Lamatti West, Bulo-bulo, Manipi dan Turungeng. 
Pada masa pendudukan Jepang, struktur pemerintahan dan namanya ditatah 
sesuai dengaan kebutuhan Bala Tentara Jepang yang bermarkas di Gojeng. 
Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni tanggal 20 Oktober 1959 Sinjai 
resmi menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 
1959. 
Dan pada tanggal 17 Februari 1960 Abdul Lathief dilantik menjadi Kepala 
Daerah Tingak II Sinjai yang Pertama. 






3. Kondisi Geografis 
Sinjai secara geografis terdiri atas dataran rendah di kecamatan Sinjai Utara, 
Tellu Limpoe dan Sinjai Timur. Selanjutnya daerah dataran tinggi dimulai dari Sinjai 
Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Borong. Sedangkan kecamatan terunik 
adalah kecamatan Pulau Sembilan berupa hamparan 9 pulau yang berderet sampai 
mendekati Pulau Buton. 
Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan 
yang berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Posisi wilayahnya berbatasan 
dengan Kabupaten Bone (bagian Utara), Teluk. Bone (bagian Timur), Kabupaten 
Bulukumba (di bagian Selatan) dan Kabupaten Gowa (di bagian Barat) . 
Luas wilayahnya berdasarkan data yang ada sekitar 819,96 km
2
 (81.996 ha). 
4. Pertanian 
Pertanian yang menonjol dari kabupaten Sinjai adalah lada dan coklat. Lada 
tumbuh hampir di semua kecamatan kecuali di kecamatan Pulau Sembilan. Luas areal 
tanamnya mencapai 3.249 hektare dengan jumlah produksi 2.380 per tahun. 
Sedangkan coklat atau kakao tumbuh hampir di semua kecamatan dengan luas area 
tanam 4.178 hektare dan hasil panen per tahun mencapai 2.129 ton. Sinjai 
mengkespor coklat-coklat ini ke Eropa. 
5. Daftar Kecamatan 
Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 (sembilan) kecamatan, 13 





1. Kecamatan Sinjai Utara, 6 kelurahan 
2. Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dan 12 desa 
3. Kecamatan Sinjai Tengah , 1 kelurahan dan 10 desa 
4. Kecamatan Sinjai Barat, 2 kelurahan dan 7 desa 
5. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 kelurahan dan 10 desa 
6. Kecamatan Sinjai Borong, 1 kelurahan dan 7 desa 
7. Kecamatan Bulupoddo, 7 desa 
8. Kecamatan TelluLimpoe, 1 kelurahan dan 10 desa 
9. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa yang merupakan wilayah kepulauan1 
6. Iklim 
Sepanjang tahun, daerah ini termasuk beriklim sub tropis, yang mengenal 2 
(dua) musim, yaitu musim penghujan pada periode April - Oktober , dan musim 
kemarau yang berlangsung pada periode Oktober-April. Selain itu ada 3 (tiga) type 
iklim (menurut Schmidt & Fergusson) yang terjadi dan berlangsung di wilayah ini, 
yaitu iklim type B2, C2, D2 & type D3. 
Zona dengan iklim type B2 di mana bulan basah berlangsung selama 7 - 9 
bulan berturut – turut , sedangkan bulan kering berlangsung 2 – 4 bulan sepanjang 
tahun. Penyebarannya meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Sinjai Timur & 
Sinjai Selatan . 
Zona dengan iklim type C2, dicirikan dengan adanya bulan basah yang 
berlangsung antara 5 – 6 bulan, sedangkan bulan keringnya berlangsung selama 3 – 5 
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bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan. 
Sinjai Timur , Sinjai Selatan & Sinjai Tengah 
Zona dengan iklim type D2, mengalami bulan basah selama 3 – 4 bulan & 
bulan keringnya berlangsung selama 2 – 3 bulan. Penyebarannya meliputi wilayah 
bag. Tengah Kabupaten Sinjai , yaitu sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai 
Tengah, Sinjai Selatan & Sinjai Barat. 
Zona dengan iklim type D3, bercirikan dengan berlangsungnya bulan basah 
antara 3 – 4 bulan ,& bulan kering berlangsung antara 3 – 5 bulan . Penyebarannya 
meliputi sebagian wilayah Kecamatan. Sinjai Barat, Sinjai Tengah & Sinjai Selatan 
Dari keseluruhan type iklim yang ada tersebut , Kabu paten Sinjai mempunyai 
curah hujan berkisar antara 2.000 - 4.000 mm / tahun, dengan hari hujan yang 
bervariasi antara 100 – 160 hari hujan / tahun. 
Kelembaban udara rata-rata, tercatat berkisar antara 64 - 87 persen, dengan 







B. Tugas Dan Tanggung Jawab Kepolisian Menurut Hukum Dan Undang-
Undang 
Kepolisian dalam melakanakan tuganya sebagai alat atau lembaga atau intitun 
penegak hukum tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan 
tugasnya. Tugas dan tanggung jawab kepolisian ini diatur dalam undang-undang 
nomor 2 tahun 2002.  
                                                             





Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah: 
1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
2. menegakan hukum, dan 
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan: 
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan 
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas di jalan; 
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan; 
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f. melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 
h. menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 
forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingn tugas kepolisian; 
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 
hidup dari gangguan, ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan 





j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh 
instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 
lingkungan tugas kepolisian; serta 
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 
dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas 
dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan 
dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh 
Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain; 
1) menerima laporan dan/atau pengaduan; 
2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu 
ketertiban umum; 
3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa; 
5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 
kepolisian; 
6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 
dalam rangka pencegahan; 
7) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 





10) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka 
pelayanan masyarakat; 
12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan msyarakat; 
13) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana 
tersebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undng-Undang itu juga telah memberikan 
Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan 
yang mengaturnya tersebut antara lain; 
memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 
masyarakat lainnya; 
1. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 
2. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 
3. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
4. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha 
di bidang jasa pengamanan; 
5. memberikan izin dan malakukan pengawasan  senjata api, bahan peledak, dan 
senjata tajam; 
6. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 





7. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 
memberantas kejahatan internasional; 
8. melakukan pengawasan  fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada 
di wilayah Indonesia dengan kordinasi instansi terkait; 
9. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 
internasional; 
10. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. 
Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan 
penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai 
penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka 
menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana 
Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan 
sebagai berikut; 
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 
untuk kepentingan penyidikan; 
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 
pengenal diri; 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 






h. mengadakan penghentian penyidikan; 
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka melakukan 
tindak pidana; 
k. memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri 
sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk 
diserahkan kepada penuntut umum; dan 
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu 
tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat sebagai 
berikut; 
m. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
n. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 
dilakukan; 
o. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 




C. Kinerja Polsek Tellulimpoe Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggung 
Jawab Dalam Kasus Pencurian Di Kecamatan Tellu Limpoe 
Penegakan hukum (Law enforcement) yaitu sebagai suatu usaha untuk 
mengekpresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang 
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terkadung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat 
dari aspek Normatif tugas Polisi sebagai aparat penegak hukum, di atur dalam 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Di 
samping tugas Polisi sebagai penegak hukum, Polisi juga mempunyai tugas 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 
Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, Polisi dituntut 
menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa 
hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. 
Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, Polisi juga dituntut 
mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. 
Peranan Kepolisian sangat penting dalam hal penanggulangan kejahatan baik 
itu preventif maupun represif, guna untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di 
dalam masyarakat serta untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan 
masyarakat.  
Adapun kinerja Polsek Tellulimpoe dalam menagani kasus pencurian di 
Kecamatan Tellulimpoe berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh. Bakri 
Nostib, jabatan B4. Unit Reskrim  antara lain : 
1. Menerima laporan mayarakat terkait dengan kasus pencurian; 
Laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang 
berwenan bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah 





perbuatan pidana, sehingga dibutukan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat  
yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut 
merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu 
tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut. maka 
dari itu jika ada laporan dari masyarakat makan akan di diterima lalu akan 
diperoses lebih lanjut. 
2. Memproes laporan masyarakat; 
Ketika laporan sudah masuk kepada pihak Kepolisian yang bersangkutan 
dimana masyarakat itu melapor maka polisi harus cepat dan tangkas memproses 
laporan tersebut agar laporang tidak menumpuk, untuk mengetahui kejelasan 
atau kepastian soal sudah sejauh mana laporan diperoses maka masyarakat bisa 
mengajukan permohonan agar diberikan surat pemberitahuan perkembangan 
hasil penyidikan (SP2HP). Ini merupakan hak atas informasi dari masyarakat/ 
publik sebagai pelapor untuk tahu perkembangan hasil penyidikan atas dugaan 
tindak pidana yang ia laporkan kepada pihak kepolisian atau pihak berwajib. 
SP2HP berisi laporan yang memuat pokok perkara, tindakan yang telah 
dilaksanakan penyidik Kepolisian dan hasilnya, dan permasalahan/ kendala yang 
dihadapi dalam penyidikan. 
3. Melakukan penelusuran/  investigasi; 
Dalam rangka upaya memperkuat persangkaan Kepolisian, maka kepolisian 
melakukan penelusuran terhadap saksi-saksi kejadian, melakukan invesigasi di 
tempat kejadian. Hal tersebut dilakukan guna melengkapi pembuktian keronologi 
yang sebenarnya terjadi dan itu biasanya bersifat rahasia, kegiatan ini harus 





mempunyai yang akan menghambat proses penelusuran. kenapa harus dilakukan 
penelesuran/ investigasi, karna bukti yang dimiliki oleh pihak Kepolisian belum 
terlalu lengkapa maka dari itu untuk memperkuat duagaan itu tindak pidana atau 
bukan maka pihak Kepolisian harus sigap dan teliti dalam menangani kasus. ada 
beberapa hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam UU no. 8 tahun 1981 
tentang UU Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu: 
a. Melakukan penyelidikan pasal 5. 
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara diatur dalam undang-undang. 
b. Melakukan penyidikan pasal 1 butir (2) 
Penyidikan adalah serangkaina tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu mebuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
 
4. Melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. 
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apa bila terdapat cukup bukti guna 
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/ atau peradilan dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.(pasal 1 angka 20 UU no. 8 





Perintah penagkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak 
pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya seseorang baru bisa 
ditangkap apa bila diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup. Karena itu satu penangkapan tidak bisa dilakukan 
sembarang, karna itu penangkapan bukanlah tindakan tiba-tiba, melaingkan 
sudah didahului oleh suatu proses penyelidikan/ penyidikan. Karena pelaksanaan 
tugas penangkapan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas 
serta membeikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 
mencantungkan indentitas tersangka dan menyebutkan penangkapan serta uraian 
singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia di periksa. Atas 
penangkapan yang dilakukan, tembusan surat perintah penangkapan harus 
diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.  
Selain itu untuk mencegah terjadinya pencurian ternak polisi sektor tellu 
limpoe juga melakukan langkah preventif atau pencegahan, berdasarkan hasil 
wawancara dengan bapak Muh. Bakri Nostib, jabatan B4. 
Mengemukakan langkah preventif yang dilakukan Kepolisian Sektor Tellu 
Limpoe antara lain : 
1. Melakukan Patroli 
Dalam hal terjadinya suatu tindak kejahatan, ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi, salah satunya dari internal calon pelaku yaitu niat, kemudian 
kesempatan, dan beberapa faktor eksternal seperti psikologi, dan keadaan 
ekonomi calon pelaku, terkadan calong pelaku tidak mengenal siapa calong 





memberikan kesempatan calong pelaku untuk melakukan perbuatanya. Salah satu 
lembaga yang bertugas dalam hal penanganan kejahatan adalah Kepolisian, 
banyak hal yang dilakukan Kepolisian pra dan pascara terjadinya tindak pidana 
(kejahatan), salah satunya dengan melakukan berbagai upaya pencegahan, 
melalui pergelaran kegiatan dilapangan sebagai upaya preventif Kepolisian. 
2. Ronda Malam 
Siskamling (sistem keamanan lingkungan) merupakan upaya bersama dalam 
meningkatkan keamanan dan kertiban masyarakat yang memberikan 
perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya 
pencegahan dan penangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas 
(keamanan dan ketertian masyarakat). kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi 
dibidan keamanan dan ketertiban, merupakan potensi pengamanan swakarsa 
yang perlu dilestarikandan ditingkatkan guna menumbuhkembangkan sikap 
mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan 
keamanan dan ketertiban disetiap lingkungan masing-masing. 
Tujuan siskamling 
a. Menjaga keamanan dari pencurian, perampokan, maupun pelanggaran lain; 
b. Sebagai upaya antisipasi dalam penanganan masalah yang ditimbulakn karena 
adanya gangguan keamana masyarakat, musibah dan bencana alam; 
c. Sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar masyarakat; 
d. Meningkatkan rasa kebersamaan antar penghuni suatu kampung/ desa ataupun 
penduduk secara umum yang tinggal atau menetap dilingkungan setempat. 
3. Menghimbau kepada masyarakat agar hewan ternak pada saat malam hari di 





 Setiap masyarakat dihimbau agar ternaknya di simpan dan didekatkan dengan 
rumah (dikandangkan) agar ketika hal-hal yang mencurikakan maka masyarakat cepat 
melihat apa yang terjadi di sekitar rumahnya, daripada masyarakat menyimpang 
ternaknya jauh dari rumah terutama di kebun maka siapa yang akan bertanggung 
jawab. 
Kinerja Kepolisian Poslek Tellulimpoe dalam menagani kasus pencurian 
belum efektif dalam melakukan penanganan, hal ini dapat disimpulkan dari 
pernyataan salah satu  pihak yang bertugas di Polsek Tellulimpoe, berdasarkan hasil 
wawancara dengan beliau bahwa pada tahun 2016 laporan yang masuk terkait dengan 
pencurian ternak yaitu 15 laporan. Namun yang berhasil ditemukan hanya 8 ekor dari 
30 ekor, dari seluruh laporan yang masuk kepolsek tellulimpoe. Pernyataan ini 
didukung oleh penryataan beberapa mayarakat setempat terkait dengan kinerja 
kepolisian, wawancara terebut antara lain : 
Bapak Waris, Pekerjaan Petani, umur 40 tahun. beliau mengatakan bahwa  
pada tahun 2016 tidak aman tidak sesuai dengan harapan masyarakat karna 
banyak pencurian ternak sehingga salah satu harta masyakat tidak kembali atau tdk 
ditemukan, dan beliau berharap agar ditingkatkan lagi kinerja kepolisian apa yang 
menjadi harapan bisa terwujud. 
HJ. Rose, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 50 megatakan bahwa : 
Pada tahun 2016 tidak aman karena banyaknya pencurian termasuk sapi  saya 
yang kecurian pada bln 2 sebanyak 2 ekor, saya pergi melapor pada pihak Kepolisian 
untuk ditindak lanjuti, sesudah kami melapor kamipun ikut serta membantu mencari 
namun alhasil kami tdk mampu menemukanya, jadi kamipun pasrah, sudah beberapa 






D. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Kepolisian Dalam 
Menangani Kasus Pencurian Di Wilayah Polsek Tellu Limpoe. 
Kepolisian dalam menjalankan tugasnya  adalah suatu hal  yang tidak mudah, 
terdapat kendala-kendala dalam pelakanasan tugasnya 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh. Bakri Nostib. 
mengemukakan bahwa terdapat faktor yang menghambat kinerja kepolian dalam 
menjalankan tugasnya menangani kasus pencurian antara lain : 
1. Masyarakat Lambat Melapor,  
Pihak Kepolisian terkadang lambat menerima laporan dari masyarakat mereka 
melapor 2 hari setelah sapi mereka kehilangan sehingga pihak Kepolisian agak 
kesulitan mencari jejak yang kemungkinan sudah terhapus oleh beberapa faktor 
sepert hujan, dan jejak-jejak lain seperti masyarakat yang lalu lalang di tempat 
kejadian ataupun hewan ternak lain yang lalu lalang juga. 
2. Medan yang berbatasan antara dua daerah 
Daerah tellulimpoe diapit langsung oleh daerah lain yang ada di kabupateng 
bulukumba, pihak kepolisian kerepotan jika pencuri itu cepat melintas kedaerah 
daerah lain, karena apa bila pencuri sudah melintasi daerah kerja polsek tellulimpoe 
maka kami tidak bisa seenaknya melintas bantas tampa ada izin dari polsek yang ada 
di daerah kerja kab. Bulukumbba, semua ada proses jika kami ingin bekerja sama 






3. Transportasi yang kurang memadai.  
Polsek Tellulimpoe boleh di bilang berjarak jauh dari desa-desa lain dimana 
polsek ini berada, jika ada laporan dari masyarakat maka kami harus menunggu 
teman kami yang memiliki kendaraan yang bisa di gunakan secepatnya, berbeda jika 
kami di sediakan alat transportasi yang khusus di disimpang di kantor maka kami 
akan cepat meluncur dengan kawan-kawan jika ada laporan yang masuk tampa 
menuggu lagi. 
Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kepolisian dalam menangani kasus 
pencurian di kecamatan Tellu Limpoe yakni faktor Internal dan Faktor Eksternal : 
1. Faktor Internal 
Faktor internal yang mempengaruhi kinerja kepolisian dalam menagani kasus 
pencurian di Kecamatan Tellu Limpoe yaitu transportasi yang dimiiki Polsek Tellu 
Limpoe sangat minim atau kurang memadai, 
2. Faktor Eksternal  
Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar internal Polsek Tellu Limpoe    
adapun faktor eksternal yang mempengaruhi Kinerja Kepolisian Polsek Tellu Limpoe 
dalam menangani kasus pencurian di kecamatan sinjai yaitu masyarakat jika terdapat 
pencurian hewan ternak terkadang terlambat melakukan pelaporan kepada pihak 





sulit untuk melakukan pencarian jika pencuri telah melintas dari daerah kecamatan 
Tellu Limpoe. 
Jadi kinerja Polsek Tellulimpoe dalam menangani kasus pencurian melakukan 
beberapa hal yaitu: menerima laporan, memproses laporan melakukan penelusuran, 
dan melakukan penangkapan. Tapi apa yang seharusnya dilakukan oleh Polsek 
Tellulimpoe tidak sesuai dengan harapan yang di inginkan, salah satunya adalah  
lambatnya memproses laporan dari masyarakat, sehingga apa yang terjadi masyarakat 
mengeluh dengan hasil kinerja tersebut. Untuk memperbaiki kesemuanya itu maka 
Polsek Tellulimpoe melakukan langkah preventif yaitu: melakukan patroli, ronda 
malam, dan menghimbau kepada masyarakat agar hewan ternak dimasukan kedalam 
kandang. jika dikaitkan dengan Al-Qur’an,  Q.S Al-Anfal/8:27: dimana ayat ini  
menjelaskan agar tidak menghianati Allah Dan Rasul, juga orang-orang yang 
mempercayakan amanah-amanah kepadamu. Jika amanah-amanah tersebut tidak 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai 
berikut : 
1. tugas dan tanggung jawab Kepolisian menurut hukum dan Undang-Undang 
antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, 
dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
2. kinerja Polsek TelluLimpoe dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
dalam kasus pencurian di Kecamatan TelluLimpoe belum dilakukan dengan 
maksimal hal ini dapat disimpulkan dari pernyataan salah satu  pihak yang 
bertugas di Polsek Tellulimpoe yang mengemukakan bahwa pada tahun 2016 
laporan yang masuk terkait dengan pencurian ternak yaitu 15 laporan. Namun 
yang berhasil ditemukan hanya 8 ekor dari 30 ekor, dari seluruh laporan yang 
masuk ke Polsek Tellulimpoe. Hal ini didukung dengan pernyataan dari beberapa 
masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Polsek 
Tellulimpoe. 
3. faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kinerja Kepolisian dalam 
menangani kasus-kasus pencurian yaitu terdapat faktor internal yaitu faktor yang 
berasal dari Kepolisian itu  sendiri atau kendala yang dihadapi oleh Polsek Tellu 
Limpoe, adapun faktor internal tersebut yaitu kurangnya fasilitas yang memadai 
yang dimiliki oleh Polsek Tellu Limpoe. Serta faktor Eksternal yaitu masyarakat 
jika terjadi kasus pencurian terlambat melakukan pelaporan dan medan yang 




B. Implikasi Penelitian 
1. UUD 1945 pasal 30 ayat 4 telah mengamanahkan salah satu lembaga, instansi 
penegak hukum (Polri) untuk menjaga keamanan negara, sebagai alat negara 
bertugas melindungi masyarakat dari gangguan kejahatan yang bisa membuat 
hak mereka hilang karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka  . 
sebagai insitutsi penegak hukum maka pihak Kepolisian harus sadar betul sejauh 
mana diberikan tanggung jawab, maka tanggung jawab itu harus direalisasikan 
dan dijalangkan dengan sebaik-baiknya 
2. Pihak kepolisian harus tanggap dalam menangani kasus, pihak Kepolisian harus 
cepat memproses laporan masyarakat, cepat dalam melakukan penyelidikan 
maupun penyidikan. 
3. pihak Kepolisian harus melakukan himbauan agar masyarakat melapor secepat 
mungkin ketika ada hal-hal yang mengaggu ketertiban umum agar pihak 
kepolisian cepat megambil langkah revresif, dan pihak Kepolisian harus 
membagikan nomor telfon yang bisa dihubungi masyarakat. pihak Kepolisian 
harus menjalin kerjasama dengan Polisi yang berada daerah lain agar supaya 
ketika pencuri diperediksi sudah melintas kedaerah lain maka bisa meminta 
bantuan. pihak Kepolisian yang ada diatas atau Pemerintah menyediakan alat 
trasportasi seperti motor dan mobil supaya pihak Kepolisian yang berada 
dipelosok desa dapat menjangkau medan-medan yang jauh dapat bertindak cepat 
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